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Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Perekonomian (M. Panjaitan et al.)

DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA
PEREKONOMIAN DAERAH SUMATERA UTARA: PENDEKATAN
EKONOMETRIKA"

(The Impact of Fiscal Decentralization On Macroeconomic Performance
of North Sumatera: Econometric Approach)

Mangasi Panjaitan, Bonar M.SInaga?, Kooswardhono Mudikdjoz’,
Rudolf S.Sinaga?, dan Erna M.Lokollo”

ABSTRACT

Fiscal decentralization as a consequence of local autonomy affect
macroeconomic variables in North Sumatera. Using pooled data (series of 13
years (1990-2002) and cross section of 17 regency/municipalties) the
research shows that fiscal decentralization positively affect GDRP (gross
domestic regional product), employment rate, and income distribution, but
affect negatively inflation rate in North Sumatera.

Key words: fiscal, decentralization, GDRP, employment rate, distribution,
inflation rate

PENDAHULUAN

Desentralisasi, yang dikenal dengan otonomi daerah, sesungguhnya
secara juridis sudah ada sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Dapat
dikatakan bahwa desentralisasi di Indonesia merupakan isu lama dengan
pendekatan baru (Lewis, 2001; Tambunan dan Seldayo, 1999; Smoke and
Lewis, 1996)

Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi “pembagian daerah Indonesia
atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya
ditetapkan dengan undang-undang” adalah suatu landasan menuju otonomi
daerah. Otonomi daerah berarti pemerintah pusat menyerahkan sebagian
wewenang pelaksanaan tugas pemerintahan. Implikasi langsung  dari
pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
adalah desentralisasi fiskal. Artinya pelimpahan wewenang (otonomi daerah)
diikuti dengan pelimpahan pembiayaan (money follow function).

Untuk mengakomodasi amanat konsitutusi tentang desentralisasi,
pemerintah Orde Lama, Orde Baru, hingga kini telah mengeluarkan berbagai
Undang-undang /Peraturan Pemerintah, antara lain,

(1) Undang-undang No.32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah
(2) Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok—Pokok Pemerintah di

Daerah
(3) Berbagai Peraturan Pemerintah, yang mengatur INPRES, seperti INPRES

Desa diberlakukan mulai tahun 1969, INRES Dati |, Il (mulai tahun 1974),

" Bagian dari penelitian disertasi penulis pertama, Program Studi llmu Ekonomi Pertanian,

Sekolah r ascasarjana IPB
2 Berturut-turut Ketua dan Anggota Komisi Pembimbing
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INPRES SD (1973), INPRES Kesehatan (1974), INPRES Penghijauan
(1976), INPRES Pasar (_1976), INPRES Peningkatan Jalan Proying;
(1979), INPRES Desa Tertlnggal_(1994/95). ‘

Tuntutan gerakan reformasi yang meminta reformasi ekonomi dap
politik pada tahun 1998 memberikan warna baru pada desentralisasi politik,
dan desentralsiasi fiskal di Indonesia.

Menurut Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 , penyelenggaraan
otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas,
nyata, dan bertanggung jawab kepada Qaerah secara proporsional yang
diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya
nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan _daerah.

Sebagai landasan operasional, pelaksanaan otonomi daerah/
desentralisasi politik, pemerintah mengeluarkan (1) Undang-undang No.22
tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan (2) Undang-undang No. 25
tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (PKPPD).

Berbagai negara, khususnya Cina, telah membuktikan bahwa
desentralisasi fiskal telah memberikan keajaiban pada perekonomiannya.
Cina sebagai negara dengan desentralisasi fiskal paling sukses mencapai
petumbuhan ekonomi yang tinggi selama implemetasi desentralsiasi sekitar
10% (Lin and Liu, 2000), bahkan di masa krisis awal tahun 1997 hingga
sekarang mencapai (7-9%) per tahun (Simanjuntak dalam Siddik, 2002).

Menurut Bahl dan Lin (1992), Shah (1994), Ahmad (1997), peralihan
(switching) ke bentuk desentralisasi fiskal adalah salah satu cara untuk

meloloskan diri dari berbagai jebakan ketidakefektifan, seperti (1)
ketidakefisienan pemerintahan, (2) ketidakstabilan makroekonomi, dan (3)
ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan desentralisasi
fiskal diperlukan untuk perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan
akuntabilitas, dan peningkatan mobilisasi dana karena menurut mereka,
pelayanan masyarakat setempat yang dilakukan daerah cenderung lebih
efisien jika dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Beberapa faktor penting yang akan terpenuhi jika desentralisasi fiskal
berhasil dilaksanakan adalah (1) efisiensi ekonomi, mobilitas dana, (2)
stabilitas makroekonomi, pertumbuhan ekonomi yang cukup, dan (3) efisiensi
dan efektivitas pemerintahan (Bahl dan Lin,1992; Shah,1994; Ahmad, 1997).
Menurut Bahl dan Lin (1994) keberhasilan desentralisasi fiskal membutuhkan
prasyarat seperti (1) kapasitas administrasi daerah yang tepat, dan (2) pejabat
daerah yang responsif dan bertanggung jawab atas besarnya otoritas
keuangan daerah mereka.

- Dengan latar belakang evolusi desentralsiasi fiskal seperti yang
dijelaskan sebelur_nnya. serta dengan adanya pendekatan baru
pelaksana;nnya, Ingin dikaji pengaruh penerapan desentralisasi fiskal
:Zrhadar)bkmerja perekonomian. Sumat_era .Utara khususnya produk domestik

gional bruto, kesempatan lferja, distribusi pendapatan, dan inflasi.

'Tuntutan reforma§|, khususnya tentang desentralisasi fiskal di
Indonesia, S?t?enaff_'ya lebih bermuatan politis daripada ekonomis sehingga
justifikasi politik lebih kuat daripada justifikasi ekonom (Simajuntak, 2001°).

® Harian Kompas ,10 Desember 2001
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Berbagai pihak termasuk Bank Dunia (2003%) melanejr "
ketidaksuksesan implemetasi desentralisasi fiskal gi
pendelegasian yang belum jelas, akuntabilitas
ketidaksiapan sumber daya manusia, dan sistem politik

Selain itu, ternyata manfaat desentralisas| fiskal 1
ang dilukiskan oleh Lin dan Liu {2000), Bapj darll L?n a{|1233|; Shah

dan Ahmad (1997). Menurut Prud' homme (19gs) prag}am'deszntﬁgla? !

fiskal mifp dengan resep dan obat-ocbatan. Bila resep sesua hoi

kit, diberikan pada wakiu sesual dengan
penya an pa yang tepat dan takaran dosis yang sesua
akan menghasilkan efek yang baik. Namun, bila situasi gan kondisi - tidak
tepat resep hisa berbahaya, bahkan fatal
Untuk menghindari bahaya-bahaya tersebyt Prud’

mengingatkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dg;;n;ameprgggrgi
desentralisasi ﬂsha_l, antara lain, menentukan secars benar suatu bentuk
pelayanan yang disediakan oleh pemerintah Pusat atau daerah, dan juga
menentukan cara-cara mengorganisasi produksi jasa bersama (ioint oroduch)
pada berbagai tingkatan pemerintahan. Cara-cara seperti itu jika didesain
secara benar dan dimplementasikan secara baik, secara signifikan akan
meningkatkan efisiensi di sektor publik. Baha}ra lain desentralizasi fiskal
menurut Prud'homme (1995), adalah se bagai berikut:

(1) meningkatnya disparitas antardaerah karena penyerahan wewenang dari
pusat ke daerah menyebabkan redistribusi secara nasional, yang
merupakan tugas pemerintah pusat, menjadi lebih sulit tercapai;

(2) goyahnya sendi-sendi stabilitas ekonomi makro karens program
desentralisasi fiskal ini menyebabkan kebijakan ekonomi makro, by
sentral government, lebih sulit dilaksanakan di tataran Joca government

Selain itu, Bird dan Vaillacourt (1988) mengingatkan bahwa program
desentralisasi fiskal itu lebih bersifat normatif. Desain desentralisasi fiskal
yang serupa untuk negara yang berbeda dapat menghasilkan efek yang tidak
saja beda, tetapi berlawanan. Sebaliknya desain desentralisasi yang sama
pada dua negara yang memiliki bahasa, agama, dan warisan kolonial yang
refatif sama -~ (Tunisia dan Marokke) -, memberikan hasil yang berbeda-
beda. Perbedaan oufpul desentralisasi lersebut, ternyata bergantung pada
perbedaan kondisi kelembagaan di antara negara-negara fersebut,

Dari berbagai permasalahan di atas, lalu timbul pertanyaan sebagai
berikut;

(1) apakah desentralisasi fiskallotonomi fiskal memberikan pengarun yang
positif terhadap produk domestik regional bruto daerah Sumatera Utara,

(2) apakah desentralisasi fiskal meningkatkan disparitas antar kabupaten/
kota di Sumatera Utara, sebagaimana yang dikhawatickan beberapa
pakar (Prud’homme, 1995, Simanjuntak, 2001),

(3) apakah desentralisasi fiskal berpengaruh secara berarti terhadap
stabilitas ekonomi, yaitu inflasi dan kesempatan kerja di Sumatera Utara

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, tujuan
penelitian ini difokuskan untuk menjawab ketiga pertanyaan di atas, yaitu _

(1) mengkaji dampak desentralisasi fiskal terhadap Produk Domestik
Regional Bruto Sumatera Utara;

mpat faktor penyebab
daerah, yaity bentuk
pemerintah daerah,

selalu sepert

* Harian Kompas . 9 Juli 2003
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(2) mengkaji dampak desentralisas| fiskal terhadap distribusi pendapatan

rah Sumatera Utara, =l
2 ;n;:rg :a.}? dampak desentralisasi fiskal lerhadap kesempatan kerja di

Utara, o
(4) 3111:11;;3;? dampak desentralisasi fiskal terhadap Inflasi di  Sumatera

Umrgapuni dijelaskan sebelumnya, meskipun gaung dﬂl;gff‘:::zﬁl ;Eglgg
keras terdengar semenjak 1 Januarl 2001, setelah UU No Reri il
dan UU No 25 Tahun 1988 ::Ilgndlnakanhﬂr:a::h:;u::kg;ﬁ Rl
angsung sebelumnya di Indonesia. .
ggﬂpa?gmmgil jauh sebelum kedua UU tersebut t‘-"h‘-tapkﬂﬂ-d s
Data yang digunakan adalah panel data (pocled da }d' A
dengan wilayah penelitian sebanyak 22 kabupaten/kota yang ada di

Utara
METODE PENELITIAN

Landasan Teori: ;
Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi

Dalam setiap perekonomian, baik pada sistem kapitalisme maupun
dalam sistem sosialisme, pemerintah selalu memainkan peranan i:-er_‘-hﬂg
Pemenntah mempunyai peranan yang sangat bgsar dalam menjamin
tercapainya kesejahteraan masyarakat yang optimum.  Juga untuk
mengoreksi perlaku masyarakat yang tidak efisien dalan alokasi sumber
ekonomi. Selain itu, pemrintah berperan besar dalam bidang redistribusi
pendapatan dan stabilisasi ekonomi. )

Dalam sebuah sistem perekonomian modern, peran pemerintah dapat
diklasifikasikan menjadi tiga kategori (Musgrave and Musgrave, 1984);
(1) peran alokasi, yaitu dalam mengaiokasikan sumber-sumber ekonomi,
(2) distribusi, yaitu mendistribusikan kembali faktor-faktor produksi dan
hasiinya, dan
(3} stabilisasi, yaitu menjamin stabilitas ekonomi dan politik,

Pemerintah  melalui kebijakan-kebijakan ekonominya dapat
mengarahkan arah alokasi sumber ekonomi dengan kata lain pemerintah
dapat menciptakan insentif dan disinsentif agar kegiatan ekonomi sesuai
dengan keiginan pemerintah. Khusus untuk sektor barang publik, yang
manfaatnya dapat dirasakan oleh semua orang, sehingga tidak diminati oleh
swasla, pemerintah masuk sebagai investor. Peranan pemerintah di bidang
alokasi sumber daya ekonomi adalzh agar alokasi sumber daya tersebut
dapat dilakukan secara lebin efisien.

Distribusi pendapatan hgrgan[un
produksi, sistem warisan dan k
Distribusi yang ditimbulkan oleh D
masyarakat.  Pemerintah melaly;

9 pada pemilikan faktor-faktor
emampuan  memperoleh pendapatan.
asar sering dianggap tidak adil oleh

kebijakan fiskal dan moneter dapat
mengubah distribusi Pendapatan sesyai dengan keingi
Merubah distribusi dapat dilakukan : I-:mt‘tglnan kg

baik secara |
langsung. Secara langsung dilakyakan --ara langsung maupun tak

. melaluj pajak £ g Ialui
pengenaan pajak yang lebih besar pada Hehmpjnk Eﬂr?ﬂ%r::::;alnﬁ:;n; Teitlniur:

besar, dan lebih ringan bagi orang miskin, giserta; Subsidi bagi orang miskin.
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tidak langsung melalul kebilakan fiskal yaity
mr;en pemerimaan dan pengeluaran pamu?:,i dengan menggunakan

nta
gepert perumahan murah untuk kelompok pend h melaiui APBN/APBD

it apatan tarie .
intuk petani. Dengan demikian pemerintah dapat ntu, subsidi pupuk

ndapatan melalui kebijakan fiskal, yaitu mandal_.ragunak:ne:ﬁ:::t‘ran?lr:;ﬂ
dalam tingkat nasmnalﬁmau ::FED}:E;W: tingkat daerah
Gangguan pada salu sekior akan mempengaruh| seki
bermuara pada terciptanya gangguan pengangguran dan s:ahuiﬂﬂﬁénﬁ:?
Untuk mengatasi hal ini pemerintah melakukan intervensi melalui kebijakan
fckal dan maoneter
Dalam implementasinya ketiga peranan pemerintah  tadi
dijalankan secara bersamaan. .[.}apat saja lerjadi trade off antara saty
gengan yang lain, peran stabilisasi trade off dengan distribusi, sela
ran alokasi frade off dengan stabilisasi.
Sekalipun ketiga fungsi pemerintah secara teoritis dapat dipisahkan,
dalam implementasi tidak dapat dipisahkan. Implikasinya, sebuah kebijakan
mesti melalui pertimbangan yang kemprehensif dari berbagai bidang. Dalam

tshapan perencanaan dan penerapannya, kebijakan-kebijakan tersebut
membutuhkan koordinasi yang efektif,

Suht
tujuan
njutnya

Kerangka Berfikir:
Pengeluaran Pemerintah dan Pembangunan Ekonomi

Peran pemerintah dalam perekonomian diwujudkan melalui dua
kebijakan utama, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah
kebijakan makroekonomi  melalui  instrumen pajak dan pengeluaran
pemerintah, sedangkan kebijakan moneter melalui instrumen jumiah uang
beredar dan suku bunga. Dari sist pemerintah daerah, dengan
diberlakukannya UU No.25 Tahun 1999 mereka mendapatkan sumber-
sumber dan jumlah penerimaan yang baru. Sumber-sumber penerimaan
daerah sekarang terdin dan
(1) Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi, Laba BUMD,

Pendapatan Asli Daerah lainnya )
(2) Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak dan SDA, DAU dan DAK]
(3) Pinjaman daerah, dan
(4) Peneriman lain yang syah.

Dengan Undang-undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
yang baru ini penerimaan daerah menjadi lebih besar, khususnya dari Dana
Bagi Hasil. DAU (Dana Alokasi Umum) yang minimum 25% dari Penerimaan
Dalam Negeri, yang dialokasikan 90% untuk kabupaten/kota dan 10% untuk
propinsi (UU Mo 25/1999), juga menambah penerimaan daerah (Lampiran 1),

Pengeluaran pemerintah daerah yang lebih besar akan men|ngha1_;
permintaan agregat, yang pada gilirannnya akan meningkat volumertransaksi
ekonomi. Meningkatnya volume ekonomi, akan meningkatkan pendapatan
masyarakat, dan kesempatan kerja. Pendapatan masyarakat yang tinggi
dengan kesempatan kera yang baik pula, akan memberkan kepastian
ekonomi dan politik, Lampiran 2 menggambarkan mekanisme berfikir, yang

menjelaskan bagaimana desentralisasi fiskal mempengaruhi pembangunan
ekonomi di daerah,

15
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Formulasi Model

Model desentralisasi fiskal Sumatera Utara pada Penelitian |
didisain dalam bentuk dua blok, yaitu Blok Fiskal Daerah dan gjg Kineris
Perekoncmian Daerah dan setiap blok terdiri dari beberapa Persamaay
Model terdini dari 15 persamaan, yaitu 10 persamaan struktural gan limg
persamaan identitas.  Seluruh blok merupakan satu sistem Persamagy,
simultan, yang menggambgrhan keterkaitan kebijakan fiskal ﬂEngan hEQialan
perekonomian makro Sumatera Utara (Tabel 1).

Tabel 1. Pembagian blok dalam sistem persamaan model ekonometrik
desentralisasi fiskal Sumatera Utara

Nomoar =
Mama Blok Persamaan Pe fsamaan_
Blok Fiskal Daerah 1-=-11
Blok Kinerja Perekonomian Daerah 1215 .

Secara rinci bentuk spesifikasi persamaan-persamaan pada setiap
blok dapal dipaparkan sebagai berikut, yang keterangan vanabelnya dapaf
dilihat pada Tabel 2

(1) Blok Fiskal Daerah
Pengeluaran Rutin (RUEXP)
RUEXP = a, + a, TRANSF + a; PAD + a; TREND +p, ... I . -
Tanda yang diharapkan a1>0, a2 >0, a3 >0
Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP)

DEVEXP = b, + by TRANSF+ b2 POP + b3 LUAS +
b4 TREND + 2

. (2)
Tanda yang diharapkan - by>0, b2, b3 >0, b4>0
Total Pengeluaran Pemerintah Daerah (TGEXP):
TGEXP ~ = RUEXP +DEVEXP =~ =~ (3)

Transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (TRANSF):
TRANSF = DAU + BHSDA + BHP + DAK. (4}
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD = TAXDA + RETRIB + BUMD *LAINPAD . .. (5)
Penerimaan dari Pajak daerah (TAXDA):

TAXDA = c0 + c1 PDRB+ c2 FISDEF + ¢3 TREND + u3
Tanda yang diharapkan: ¢1>0, €2>0, c3>0

Penerimaan retribusi daerah (RETRIB):

RETRIB = dy + d) PDRB + d2 FISDEF + 43 TREND +ud................ (D)
Tanda yang diharapkan: d1>0 .42 >0, d3=p

TGREVY = TRANSF + PAD+ PINJAM + LAINREY

Fiscal Deficit (defisit fiskal=F|SDEF), - ()
FISDEF = PAD - TGEXP ()
Infrastruktur Daerah (INFRAS)

INFRAS = e, + &/ TRANSF + ¢, INVDA + &3 PDRB + u5 PO .
Tanda yang diharapkan : e1>0  e2sg 83=0

16
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mdﬂ yang diharapkan. f1 =0, f2 <0, f3<0, f4>q A+ 14 TREND + g (11)
Blok Kinerja Perekonomian Daerah
@ produk Domestik Regional Bruto;
DRB =90 +_g1 TGEXP + g2 BKERJA + g3 N
Eandg yang diharapkan: g1 =0, h2=0 I'IEEI:] VDA + T S (12
Distribusi Pendapatan Daerah:

INEQD

A= hy+ hy PORB + h2 TRANSF + h3 INVDA +

na UPAHDA +uB

Tanda yang diharapkan: h1<0 | h2<0 h3<0 haeg 7 (13)
Stabilisasi Ekonomi:

Kesempatan Kerja

BKERJA = 10 + 11 PDRB +i2 UPAHDA + i3 TRANSF + ;9

Tanda yang diharapkan: i1 >0, i2<0, i3>0 ey (RA)

Inflast: ,
INFLADA = jo + |1 INVDA + j2 UPAHDA +/3 FISDEF +

Tanda yang diharapkan: |1>0, j2<0, 30, j4 >0

4 DK38 +u10...(5)

Tabel 2. Keterangan variabel dalam model

RUEXP
DEVEXF
TGEXP
TGREY
FDRBK
PAD
POP
TRANSF
paLl
BHEDA
EHP

DAK
TAXD
RETRIB
BUMD
LAINPAD
INWDA
SLBLDA
LPAHDA
INFRAS
INFLADA
FISDEF
BKERJA
LAINREY
LUAS
INEQDA
PINJAM
Ok 98

WOolEonom oW WollWMom uoRmonn

Wom o om oW W o W nnn

Pengeluaran rutin Pemerintah Dagrah
Pengeluaran pembangunan Pemenntah Daerah

Total pengeluaran Pemerintah daerah (=RUEXP + DEVEXP)
Total penerimaan Pemerintah Daerah

PDRRB per kapita (PDREPOPR)

Pendapatan Asli Daerah

Jumilah penduduk

Adiran dana transfer dari Pusat ke Daerah (Dana Permbangan)
Penermaan Dana Alokasi Umum

Penerimaan dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Penerimaan dari Bags Hazil Pajak

Penerimaan dari Dana Alpkasi Khusus

Penermaan dari Pajak Daerah

Penermaan dasi Retribuss

Penerimaan dari Laba BUMD

Penerirmaan PAD lainnya, setain TAXDA RETRIB dan BUMD
Milal Irsestasi di dagrah

Suku bunga di deerah

Tingkat upah di daarah

Milai infrastrukiur di daerah

Tingkat infiasi di daerah

Fiscal deficit (Defisit fiskal ) Daerah

Jumiah kesempatan kerja Daerah

Penerimaan lain Daerah, selain PAD, TRANSF, PINJAM
Luas wilayah (Km persegi)

Distribusi pendapatan di Daerah _
Pinjaman yang dilakukan daerah, baik dalam dan luar negr
Dummy Krisls 98

Madel sistem persamaan di atas diestimasi dengan metoda two stage
least squares (25LS)

17



B Ll T

Forum Pascasavfane Vol 27 No 1 Januan 2004 11-28

HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaan Umum Estimasi Model

Hasil pendugaan model dengan metode 25LS menunjukkan bahwa
semua persamaan perilaku mempunyai nilai koefsien determinasi (R”) yang
cukup besar, yaitu di atas 0.5, kecuali persamaan investasi dan distribusi
pendapatan daerah. Namun, bila melihat nilai F-hitungnya, semua model
bemilal lebih besar bersifat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas
peubah penjelas mempunyai hubungan yang cukup tinggl dengan peubah-
peubah endogennya Pada semua persamaan, semua variabel penjelas

secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel endogennya secara baik
(Lampiran 3).

Pengeluaran Rutin Pemda

Pengeluaran rutin Pemda (RUEXP) dipengaruhi secara positif dan
signifikan cleh transfer dana pusat-dasrah (TRANSF), dan pendapatan asli

daerah (PAD) (Lampiran 4). Selama penode penelitian terjadi trend RUEXP
yang meningkat secara berarti

Pengeluaran Pembangunan Pemda

Pengeluaran pembangunan pemda (DEVEXP) dipengaruhi secara
positif dan signifikan oleh transfer dana pusat-daerah (TRANSF), jumiah
penduduk daerah (POP), dan luas wilayah (LUAS) Seperti halnya
pengeluaran rubin, pengeluaran pembangunan mengalami peningkatan yang
siknifikan dari waklu ke waklu selama pericde penelitian (Lampiran 5),

Pajak Daerah

Penenmaan pajak daerah (TAXDA) secara posilif dan signifikan
dipengaruhi oleh tingkat perekonomian daerah (PDRB) dan fiskal defisit

(DESFIS). Selain itu, pajak daerah mengalami frend yang positif selama
penode peneliian (Lampiran 6)

Retribusi daerah

Penlaku retribusi daerah (RETRIB) dapat dilihat pada Lampiran 7,
Sama halnya dengan pajak daerah, retnibusi daerah secara positif dan nyata
dipengaruhi tingkat perekonomian daerah (PDRB), dan defisit fiskal (FISDEF)
Penerimaan retrbusi mengalami trend yang positif selama periode penelitian.

Pengeluaran infrastruktur daerah

Pengeluaran nfrastruktur daerah (INFRAS) dipengaruhi oleh tiga
variabel, yaitu transfer dana pusat - daerah (TRANSF), investasi di daerah
(INVDA}, dan tingkat perekonominan (PORB). Masing-masing vanabel

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran infrastruktur daerah
(Lampiran 8).
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investasi di daerah

Investasi di daerah (INVDA) secara positi -

. T / positif, tetapi tidak signi
dipengaruhi cleh tingkat perekonomian (PDRE), Secara negatif :anssl?gn;?!]i{:aﬂﬁ
cleh tingkat upah (UPAHDA) dan tingkat suku bunga (SUBUDA) . Secara
u;num selama periode penelitian terjadi trend invetasi yang positi (Lampirar
g).

Produksi domestik regional bruto
Perilaku produk domestik regional bruto (PDRB
_ secara bersama-
sama dapat drslﬂla*sl_can oleh vanabel total pengeluaran pe?-nerimah (TGEXP),
]umlgh orang bekerja (BKERJA), dan tingkat investasi (INVDA) yang masing-
masing variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik
regional bruto (Lampiran 10).

Distribusi pendapatan daerah

Distribusi pendapatan daerah (INEQDA) dipengaruhi secara positif
dan signifikan oleh tingkat perekonomian (PDRE), arinya perkembangan
tingkat perekonomian fidak dengan sendirinya memperbaiki distnbusi
pendapatan. Berbeda dengan transfer dana pusat - daerah (TRANSF),
investasi (INVDA), dan tingkat upah (UPAHDA), peningkatan ketiga variabel
tadi, khususnya TRANSF dan INVDA, akan memperbaiki distrbusi
pendapatan secara signifikan. Distribusi pendapatan daerah Sumatera Utara
selama periode penelitian mengalami kemerosaotan (Lampiran 11)

Kesempatan kerja di daerah

Perilaku kesempatan kerja daerah (BKERJA) dipengaruhi secara
positif dan signifikan oleh tingkat perekonomian (PDRB), dan juga oleh
transfer dana pusat - daerah (TRANSF) Namun, secara negatif dan
signifikan dipengaruhi oleh tingkat upah (UPAHDA), artinya tingkat upah yang
tinggi akan mengurangi permintaan pekerja di Sumatera Utara (Lampiran 12).

Inflasi di daerah
Inflasi sebagai indikator lain dan stabilisasi ekonomi  dipengaruhi

secara positif oleh tingkat perekonomian | PDRB), tingkat investasi (INVDA),
tingkat upah di daerah (UPAHDA), defisit fiskal (FISDEF), dan juga ¢leh
dummy krisis 98 (Lampiran 13). PDRB, INVDA, DK 98, dan UPAHDA

berpengaruh positif dan siknifikan terhadap tingkat inflasi (INFLADA), Defisit
fiskal berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap tingkat inflasi,

Validasi dan Simulasi

Untuk melakukan simulasi, perlu terlebih dahulu dilakukan validasi
model yang diestimasi di atas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan
indikator U-Theil, yang semakin mendekati 0 menunjukkan semakin baik
model tersebut.  Lima darn sepuluh persamaan memiliki nilai U-THeil = 0.2.
Artinya model cukup valid digunakan untuk simulasi, walaupun nilai RMSPE
delapan persamaan memiliki lebih besar dari 50% (Lampiran 14). _

Karena model dapat disimpulkan memiliki validitas yang cukup baik,
simulasi dapat dilakukan. Simulasi dilaksanakan dengan melakukan
perubahan, dalam hal ini kenaikan masing-masing DAU (Dana Alokasi

18
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Umum), BHP (Bagi Hasil Pajak). dan BHSDA mﬁf;ﬂﬂi‘; Sht:::::r Daya Alam
- 20%, dan juga kombinasi ketiganya. ! variabel f54
;l'gh:'ﬁzlf;nmdengan ngsan bahwa ketiganya "‘E'“Pa“f“_'ﬂﬁ_lfumn pEnti
dlalam- kerangka otonomi daerah Nilai Pﬂf'_-*bah:g adi didasarkan pags
| kecenderungan yang paling reasonable (Lampiran ).
bahwa peningkatan DAU, BHP ga,

il si nunjukkan
I Hasil simulasi menun el naupun bersama-sama mengakibata,

BHSDA baik secara sendlrl-sﬁﬂﬂ; seperti pengeluaran rutin gay

[ terhadap fiskal daeranh
ﬁ;&ﬁ:&:ﬂ pemhangﬂnm dan juga meningkatkan PDRB, kesempatan kerjg

dan inflasi
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KESIMPULAN DAN SARAN

| Kesimpulan

Selama periode penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan

tralisasi fiskal _ .
ff}ub:;fdampah positif terhadap produk domestik regional bruto Sumatera
Utara, R
 tarhadap kesempatan kerja di Sumatera Utara,

berdampak posit !
gi uemmﬁpmmr terhadap distribusi pendapatan antardaerah di

| Sumatera Utara, ) .
(4) berdampak negatif terhadap tingkat inflasi di Sumatera Utara.

Saran

Berdasarkan pengalaman selama pengumpulan data, dan proses
estimasi model, saran yang diajurkan adalah sebagai berikut

{1) Sistem perpajakan daerah dan retnbusi daerah agar direformasi
sademikian rupa sehingga dapat menjadi variabel kebijakan yang dapat
menentukan kegiatan investasi di Sumatera Hara.

{2) Penelitian lanjutan tentang dampak kebijakan desentralisasi fiskal
terhadap kinerja perekonomian Sumatera Utara perlu dilakukan dengan
pendekatan yang berbeda sepert Input-Output, CGE (computable general
equiirmum).
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Dampak Desentralises: Fiskal Terhadap Kinevia Porekonomian (M. Paniaitan ol al )
LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagi hasil pajak dan sumber daya alam menurut UU No 25
Tahun 1999 dan UU Otonomi Khusus NAD dan Papua

Menurut UL No 25 th 1999
Jenis Pem. = Kabfkota Kabfkata NaD
Penermaan pusat FT;';““ penghasil  dim proy FAPUA
(%) (%) %)
Pajak Bumi dan Sama
5 dgn Sama agn
Bangunan (PBB) w i . daerah  daerah lain
Lain
Bea Perclehan Sama
Hak atas Tanah - dgn Same dgn
dan Bangunan 20 14 - i3 daerah daerah lain
(BPHTE) lam
. .

Whnyak Bumi 85 3 8 6 3070 30.70"
Gus Alam 70 6 12 i2 3070 ap-7om
Kehutanan Sama

-PSDH 20 16 12 dgn Sama dgn
<IHPH _ 20 16 B4 32 daerah daerah hain
‘Dana Raboisasi 60 o &0 Lain
B0 Lhngr Sampa
Pankiran _ . selunsh dgn Sama dgn
e katvkota daerah daarah lakn
Indo) Lamn
Pertambangan Sama
-Landrent 20 8 64 dgn Sama dgn
Royah 20 16 1 83, SN o

Sumber. Raksaka Mahi (2000) dan Kadjatmiko (2002)

Kelerangan, * dibagi ratakan kepada kabupaten seluruh Indonesia
** ' pusal - daerah . otonomi khusus NAD dan PAPUA
***' 8% untuk biaya pemungutan
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Lampiran 2 Desentralisasi fiskal

| Otonomi Daerah
¥

LU N0.22 Tahun 1999
LU NO.25 Tahun 1999

dan Pembangunan Ekonam;

Desentralisasi Fiskal

: |

Dana Perimbangan b S
1 (Bagi Hasil. DAL, DAK) ndapatan Asli Daerah (PAD,)

Penerimaan

Pengeluaran Daerah

Pembangunan Ekonomi Daerah

PDRB
Stabiliasi ekonomi
Distribusi pendapatan




Dampak Desentraiisasi Fiskal Terhadap Kineija Perekonomisn (M. Panjaitan el al)

Lampiran 3. Keragaan umum model desentralisasi fiskal desentralisasi

Sumut
Mo Peubzh R* R Adj Fhitung Prob>F Dw
1 Pengel Rutin Pemda 0.9857 09855  4213.260 0.0001 1,658
2 Pengel Pemb Pemda 08082 0.80349 191 £78 0.0001 1.449
3 Pajak Dagrah 0.6477 06414 112,154 0000 1 4
4 Retribusi Daerah 0.6342 06282 105.778 0.0004 1.380
5  Infrastwrktur Caerah 0.7T546 0.7506 187 557 0.0001 1.480
6 Inwestasi Daerah 0.2399 0.2232 14.360 0.0001 0.124
7 Prod Domes Reg Brulo 07055 07007 146139 0.0001 1.069
& Distrib, Pend. Daarah 038440 03670 22567 0.0001 D.944
9 Jumizh Orang Bekena 07740 07702 208 858 0.0001 1.559
10 Inflasi di Daerah 096557 05647 1024 046 00001 Q152

Lampiran 4. Pengeluaran rutin pemerintah

Farameler Standard T for HO Variahla
Varghie Prob >

Estimale Error Parameier=0 m L b

INTERCEP 24 VTR 581182 -4 185 00001 infercep
Transfer dana

TRAMNSF 0. 200803 o.012818 T, 260 00001 F'lﬂil'-dﬂ!ih
FP&D 0751384 0.0380892 19725 00001  Pend Asli Daerah
TREND 170899 123340 1385 01678 ::'m":'""'“"“

Lampiran §. Pengeluaran pembangunan pemerintah

Standerd  Thuw MO :
- e Ry
INTERCEP _ -1176825 1187370 0091 03231 intercept
TRANSF 0144694 0022946 6308 00001 :ﬁm
FOP 10753 1143373470 9404 00001 gumiohPendudik
LUAS 7859 1565187 125 167488 8§ 308 0.0001  Luas wilayah
TREND 1104742 201848 5473 00001 m”"' mhering

Lampiran 6. Pajak daerah

Foramater  Standard T for HO: Prod > |T) Vanable
Estimale Ermor Parameater=_ Labal
INTERCEP  -2726258 526147 5182 00001 intercept
FPORE 4 153882  (.206615 14.138 00001  Prod dom.neg bruto
FISDEF 0012622 0.010283 1228 02212 Fiskal defisit
TREND 120461 105911 1243 nooky TREE. menunt
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Lampiran 7. Retribusi dasrah

. Variable
varopie  COOTeler  Stended  TRYME g, in T
Estimarte Ermror Paameter=0
INTERCEP 825408 118852 -2 930 0.0038 imlercen
PORB 2799737 0.178061 15274 0.0001 Prod dom, reg brule
5 595 00004 Flekal defisi
FISDEF 0022191 0008173 4 R
TREND 111807 83580 1.758 0.0803 Lok
Lampiran 8. Pengeluaran infrastruktur daerah
Parameter  Standard Thr HO:  prop > Variabie
e
Estsmare Error Parameler={ M Label
INTERCEP Z3THALY BA2585 3645 00003 Intercep!
Transfer dana pusat-
TRANSF 0025438  (0.O0DATAET 2898 00043 L op
INVDA, 775606896 241 388709 0935  0.0662 Invetasidi daerah
PORE 3484341 0237393 14677 00001 Prod dom reg.bruto
Lampiran 9. Investasi di daerah
Fargmeier Standard T for Hl: Prob > Vaniabie
Varable i
Eximale Emor Paramater=0 Lahal
INTERCEP 5447052417 487 819928 11168 o0, Inlercept
FORBE 0.000020544 0.000104 0182 0.8481 Prod.dom reg bruto
UPAHDA 0002146 0.000338 B355 00001 Upahdidaerah
SUBUDA D3640%65 20168394 4643 00001 v bunga d
TREND 725135369  116.551868 6222 00001 w'”"””’“‘
Lampiran 10. Produksi domestik regional bruto
Paramefar  Standard T for HOx Prob > Variabie
Estimate Emor  Paameter=0 |7l Label
INTERCEP ~TT3354 184563 4700  0.0001  intercepd
TGEXP 0008172 0.001693 4826 00001 Total pengel pemda
BKERA 3845833 0377384 10201 00001 Jumiah orang bekerja
INVDA 247 141581 57 245844 437 00001 Investas) di daerah
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Lampiran 11. Distribusi pendapatan daerah

e — e — e e

B 1
ik aﬂ:.'r.'-uraf Standard T for HO: Proh s Vanable
- Eslimate Emor  Pwameter=p ] Late!
:lDT::EEF 93456440 29285011 3191 00T Infercapt
0.000053875  0.0D000S503 8808 0.0001 Prod, dom reg.bruto
TRANSF oo ooi1gs  0.0D0000ZST 4872 goom  TResdecs
W Oy -0.022125 0.008044 2. 75 D00BE  Inwestasi di daerah
LIPAHDA 0.000011828 D.ODD1TEZE 664 05078 Upah di daerah
TREND 5892511 5067425 08B  (Qazq7 [Mecend menurt
; wiakiu
Lampiran 12. Kesempatan kerja daerah
Viriabie Paramefar Slandar T for HO: Brob |7 Varahie
Esfimale Ermor Pammaters=( b
INTERCEP 145674 20483 7108 00001 Infercent
PDRB 0123857  0.008495 14592 00001  Prod dom.reg bruto
LPAHDA 0AT948  0.DDBSOT -3,992 0.0001  Upah di daerah
TRANSF 0001505 0.0D03TE : Transfer dana
5066 00001 ARt
Lampiran 13. Inflasi di daerah
oL Faramelor Standard T for HO: Varighle
Varighis Proh = T
Ezhimaie Error Paramefer=0 Labg
PORB 8 BRST491E-E 0000000483 0.184 0.0001 Er’l";'d“"'“?
investasi di
INVDA 0.002814 0.000284 8,583 oooor MR
UPAHDA 0000000360 0000000399 0.901 0.3686 E!’:E‘
FISDEF 406157769 1 TAS06E9E-8 0.233 08182  Fiskal dafisit
DKEE 77 280476 1,329251 58,145 0.0001 DKSa
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Lampiran 14, Validasi mode|

Labal Biaz Rag st Var Covar RM3 %
(LA R uo) (us e Ermor
Pengel Rutin Pemda 00000 00000 00500 00040 09960 442770  (0.0474
Pengel. Pemb Pemeds 00000 0.0000 08480 00530 08470 351721 01338
Pajak Daerah 00000 00120 08090 01410 08590 6254514 04171
Retribusi Daerah 00000 00120 09600 01880 08120 187.6687 04219
Infiastrukiur deersh 00000 00050 08390 00BS0 08110 743913 01920
Investas: Daerah 00000 00000 00850 03400 06600 B28378 02957
Prod. Domes.
Reg Bruto 00000 00200 05100 00450 06550 123.2420 0.2324
Disirib. Pend. Daerah 00000 00001 09530 04520 05960 1128732 03153
E.",.,‘-‘!“:.,““ i 0.0000 00150 09340 00610 09380 177.9315 0.2083
Inflasi ¢ Daerah 00100 ©0000 03510 00010 08850 625642 00433
Lampiran 15. Simulasi model
Miim Srraiigy 1 Smulani Smulas Smulaa d
L ab

pe Ty Hils - Haa ] Lt % Mailm L
mﬂm JES4T0S  J0ESEATE JEAS  ITERNIOR 534 PEEIRSND 038 3M4TTIT 22328
m oy 1BOTOM  TRO021ST 333 WESGMSIS 102 IM2012 00T 19208651 4%
L T Jeanaz  2080G3Y  13E7 BEMBed 0 THS Q498884 053 3IMd4BE 3205
Fuirum Do THTTATE 23SEEIT MBS0 MOBIM 505 TRESBEY CA1  MTTINE 2837
I mainsur doeran TITueld  ENASRMT 0 TSP TESS4N 757 TTRAFE 016 ESS378E 1008
Fromstns: Dnarah b2 206 013 4 oo ™3 0o 07
ki TEISTE 132087 1S} GZESE 363 VISR 035 137SEEE 1541
mﬁﬂ. T5 0755 TT 4977 il | TS AaBd 102 T8 1285 ooF 78 3138 43
DaemeaaneOS  eiam ozl RS MENZ 200 ME0M 03 24735 12T
inflaze o Danrmh 145001 145083 0081 AMET 0@ 45003 D004 511 o8

Katerangan:

Simulasi 1: Peningkatan Dana Alckas: Limum sebasar 20%:

Simulasi 2. Peningkatan Bagi Hasil Pajak sebesar 20%;

Simulasi 3. Peningkatan Bagi Hasil Sumber daya Alam sabesar 20%
Simulasi 4: Kombinasi 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar 20%




